
SALINAN  

 
 
 
 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR   6   TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DARI DAERAH  

KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  
BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang  :  a. bahwa pelayanan terhadap jemaah haji  di daerah 

memerlukan dukungan pemerintah daerah khususnya  

dalam penyelenggaraan transportasi jemaah haji dari 
daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi  ke daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka 
penyelengaraan biaya pemberangkatan dan pemulangan 

jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari 
debarkasi ke daerah asal perlu diatur dengan Peraturan 

Daerah;  
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  dan  huruf b, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Transportasi Jemaah Haji Dari Daerah Ke Embarkasi 
Dan Dari Debarkasi Ke Daerah;   

                                                      

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4955); 



5.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5036); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 

Nomor 10); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 

dan 

BUPATI PURBALINGGA 

 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI DARI DAERAH KE 

EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor  Kementerian  

Agama Kabupaten Purbalingga. 

5. Jemaah Haji adalah  jemaah haji Kabupaten Purbalingga. 

6. Biaya Transportasi Haji adalah segala biaya pengangkutan 

orang dan barang serta pengawalannya yang dibutuhkan 
untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji. 

7. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke 
Arab Saudi. 

8. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari 

Arab Saudi. 

 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 

(1)  Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud 

memberikan landasan hukum untuk penyiapan dan 
penyediaan transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan dari 

Debarkasi ke Daerah bagi jemaah Haji sebagai bentuk 
tanggung jawab Pemerintah Daerah. 

 

(2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk 
menjamin tersedianya armada orang dan barang serta 
pengawalan untuk pemberangkatan dan pemulangan 

jemaah haji. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



BAB III 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 3 

 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi biaya transportasi dari  Daerah  

ke  embarkasi  dan  dari  debarkasi  ke Daerah baik orang, barang dan 

pengawalan. 
 

BAB IV 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 

Pasal 4 

Bupati menugaskan Bagian yang membidangi keagamaan untuk melakukan 

proses penyiapan dan penyediaan transportasi dari  Daerah  ke  embarkasi  
dan  dari  debarkasi  ke Daerah. 
 

BAB V  

SUMBER PEMBIAYAAN  

Pasal 5 

Biaya transportasi dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah 

dibebankan pada Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
Pasal 6 

 
 

(1) Pengelolaan biaya transportasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  
dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi keagamaan. 

(2) Bagian yang membidangi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam mengelola biaya pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 10 Juni 2017 

 

BUPATI PURBALINGGA, 

ttd 

T A S D I 

 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 12 Juni 2017 

 
    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 

                  ttd 

      WAHYU KONTARDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,   PROVINSI JAWA 

TENGAH : (6/2017) 

 

 

 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR   6   TAHUN 2017 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DARI DAERAH 

KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH 
 

 

I.  UMUM 

Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud dengan   

ibadah   haji   adalah   rukun   Islam   yang   kelima   yang merupakan 

kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu 

menunaikannya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut juga 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jemaah haji adalah warga 

negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk 

menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

Kemudian Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa ibadah haji khusus 

adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan 

pelayanannya bersifat khusus. 

Tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, 

pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya sehingga jemaah dapat 

menunaikan ibadah haji sesuai ajaran Islam (Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2012). Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) dalam rangka 

memperlancar transportasi jemaah asal ke embarkasi  dan  dari  debarkasi  

ke  daerah  asal  menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Adapun biaya transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari 

debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, 

kenyamanan dan efisiensi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Dari 

Daerah Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Daerah.  

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

 



Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 38 

 


